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SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU

NOMOR 5 TAHUN 2020

BUPATI LABUHANBATU

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU
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NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA

DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI LABUHANBATU,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Negara sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Negara yang intinya menyatakan bahwa
Bupati menetapkan besaran Dana Desa
untuk setiap Desa di wilayahnya;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati



™

Mengingat

L.
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tentang Tata Cara Pembagian Dan
Penetapan Rincian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun
1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan

Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan
Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);

. Peraturan Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Nomor 8 Tahun 2019
tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten
Labuhanbatu Tahun Anggaran 2020
(Lembaran Daerah Kabupaten

Labuhanbatu Tahun 2019 Nomor 8);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1
2;

Bupati adalah Bupati Labuhanbatu.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.



6=

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang
disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan
oleh Kementerian Dalam Negeri.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa dialokasikan secara merata dan
berkeadilan berdasarkan:

a. Alokasi Dasar;

b. Alokasi Afirmasi

c. Alokasi Kinerja ; dan

d. Alokasi Formula

™

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a, dihitung dengan cara membagi pagu Alokasi Dasar
dengan jumlah desa secara nasional sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.



(1)

(2)

(3)

(4)

.
Pasal 4

Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf b dibagi secara proporsional
kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus
sebagai berikut:

AA Desa = (0,015xDD) / {(2 x DST) + (1 x
DT)}

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa Nasional

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal
yang memiliki jumlah penduduk
miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang
memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung
sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin
tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi
per Desa.
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Pasal 5

(1)  Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud
pasal 2 huruf ¢ dihitung dari anggaran Dana Desa
dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik.

n (2)  Alokasi Kinerja per Desa dihitung dengan rumus

sebagai berikut :
Skor Kinerja =

Keterangan:

Skor Kinerja =
Y1 =
Y2 =
¥3 =
Y4 =

(0,20x Y1) + (0,20 x Y2) + (0,25
xY3) + (0,35 x Y4)}

Skor kinerja setiap Desa
Pengelolaan Keuangan Desa
Pengelolaan Dana Desa
Capaian keluaran Dana Desa

Capaian hasil pembangunan
desa

Pasal 6

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk,
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan
geografis yang bersumber dari kementerian yang
berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.
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Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana

dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Desa = (0,10 x Y1) + (0,50 x Y2) + (0,15 x Y3) +
(0,25 x Y4)} x (0,28 x DD)

Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Y1 = rasio jumlah penduduk Desa setiap

daerah kabupaten/kota terhadap total
penduduk Desa nasional.

Y2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap
daerah kabupaten/kota terhadap total
penduduk miskin Desa nasional.

Y3 = rasio luas wilayah Desa setiap Daerah
kabupaten/kota terhadap total luas
wilayah Desa Nasional.

Y4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis
Daerah kabupaten/kota terhadap total
Indeks Kesulitan Geografis Daerah
kabupaten /kota yang memiliki desa.

Pasal 7

Indeks Kesulitan Geografis Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data
dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2020
sebagaimana tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Bupati ini.
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BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

Penyaluran Dana Desa  dilakukan  melalui
pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara
ke Rekening Kas Desa melalui Rekening Kas Umum
Daerah.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa
setiap desa dan penyaluran dana hasil pemotongan
Dana Desa ke RKD berdasarkan Surat Kuasa
Pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati
Labuhanbatu.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling
lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh
persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling
lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar
40% (empat puluh persen); dan

c. tahap lII paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua
puluh persen);



(4)

(5)
)

(6)

(7)

(8)
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Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati
menerima Peraturan Desa mengenai APBDes dari
Kepala Desa.

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati
menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari
Kepala Desa dengan rata-rata realisasi penyerapan
paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran paling sedikit 35% (tiga puluh lima
persen).

Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf c¢ dilaksanakan setelah Bupati
menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian
output Dana Desa sampai dengan tahap II dari
Kepala Desa.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), rata-rata realisasi
penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan
puluh persen) dan rata-rata capaian output
menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen); dan laporan konvergensi
pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran
sebelumnya.

Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
output dari seluruh kegiatan.
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Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi
data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output,
volume output, cara pengadaan dan capaian output.

Dalam hal tabel referensi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan
input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel
referensi data dengan mengacu pada peraturan yang
diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak
disalurkan sehingga menjadi sisa Dana Desa di
RKUN dan tidak dapat disalurkan kembali pada
tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai
dengan :

a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Percepatan Penyediaan Embung Kecil dan
Bangunan Penampung Air Lainnya di Desa;
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b. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 126 Tahun
2017 tentang Penetapan Desa Prioritas Sasaran
Pembangunan Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi;

c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun
2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2019;

d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun
2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa Tahun 2020.

(2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai
kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas
penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3)  Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan
Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa
diutamakan dilakukan secara swakelola dengan
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja
dari masyarakat Desa setempat.



(1)

(2)

(3)

(1)
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Pasal 12

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan
Dana Desa.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan
atas penggunaan Dana Desa.

Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output Dana Desa setiap
tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat.

Laporan realisasi penyerapan dan capaian output
Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Tahap 1 berupa Peraturan Desa mengenai
APBDesa dari Kepala Desa;

b. Tahap Il berupa laporan realisasi penyerapan dan
capaian output Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya dari Kepala Desa dengan rata-rata
realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima
puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran
paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen).
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Tahap IIl berupa laporan realisasi penyerapan
dan capaian output Dana Desa sampai dengan
tahap II rata-rata realisasi penyerapan paling
sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan
rata-rata capaian output menunjukkan paling
sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
dan laporan konvergensi pencegahan stunting
tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

(3) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf ¢ sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il dan Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SANKSI

Bagian Kesatu
Penundaan dan Penghentian

Pasal 14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a.

Bupati belum menerima Peraturan Desa dan
Laporan Realisasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4), ayat (5) dan ayat (6);

Apabila terdapat Sisa Dana Desa di Rekening
Kas Desa, Bupati dapat meminta penjelasan
kepada Kepala Desa tentang sisa Dana tersebut
dan/atau dapat meminta aparat pengawas



(2)

(3)

(4)
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Fungsional Daerah untuk melakukan
pemeriksaan.

Dalam hal Kepala Desa melakukan penyalahgunaan
Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka,
Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian
penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan atau
tahun anggaran berikutnya dan menyampaikan surat
permohonan penjelasan status hukum Kepala Desa
kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

Penghentian Penyaluran Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan
Keputusan Menteri Keuangan dan ditandatangani
oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas
nama Menteri Keuangan.

Dalam hal status tersangka telah ditetapkan setelah
Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan
seluruhnya maka penghentian penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai
dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap 1
tahun anggaran berikutnya.



o

(1)

(2)
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Bagian Kedua
Penyaluran Kembali

Pasal 15

Menteri Keuangan menyalurkan kembali Dana Desa

yang dihentikan sebagai mana dimaksud dalam Pasal

14 ayat 2 setelah menerima :

a. Pencabutan dan/atau pemulihan status hukum
tersangka;

b. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap atas Kepala Desa yang melakukan
penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa.

Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau
pemulihan status hukum tersangka maupun
putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Menteri Keuangan menyampaikan surat
permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga
penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Lampiran IIl : Peraturan Bupati Labuhanbatu

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

Nomor : 5 Tahun 2020
Tanggal : 20 Januari 2020

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA, KEHIDUPAN (HPK)

HECAMATAN
TAHUN g

PERICEA 4 KALI SELANA KEHAMILAN

PENDAFAT QAN MEMINUN PIL FE SELAMA 50 HART

THU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIESAAN NIFAS 3 KAL)

MENGIKUT] KONSELING GIZI/KELAS 15U MINIMAL 4 AL

1B HANMIL

FEL HAMIL (KER/RESTH MENQAPAT RUNJURNGAN BUMAH BULANAN

RUMAK TANGGA 18U HAMIL MEMILIK AKLES AR MIMUM AMAN

FLMAH TAMGGA 18U HAMIL MEMILIKI IANISAN LAYAK

PAERILIR JANSINAN KESE HATAN

ANAE USIA <17 BULAN MENDAPAT IMUNISAST DASAR LENGKAR

DITIMBANG BERAT BADAN HUTHY SETIAP BLILAN

IHUELAR PANIANG/ TINGGI DADAN 2 KALI DALAM SETAHUN

ORANG TUA/PENGASLH MEMNGKUTI KDOMSELING G2 BUILANAN

ANAK USA
O-23 BULAN

KLILINGAN RUMAH. BAGE ANAK GIZ1 DURLIK/ KURANG /S TUNTING

(0-2 YaHUN)

RUMAH TAMGEA ANAK 0-7 TH MEMILIK ARSES AR MEINLIM ARAAN

RUMAN TAMGEGA ANAK D-2 TH MENMILI JAMBAN LAYAK

ANAK 0-2 TH IAMINAN

ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR

ORANG TUAMPENGASUH MENGIKUT) PARENTING BULANAN (PALD)

nﬁ‘nucunuuwlqmuawu_]-

AMNAK
>2:8 TAHUN

ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KOGIATAN ALY MEMIMAL B0

..?,-..E -i' t =,

1 IBL HamMiL

2 ANAK 0-23 BULAN

Wt

—_—
KEGIATAN

1| BIDANG PEMBANGUNAN DESA
2

| SIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |

KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING i
ALDIASE DANA ] X [PERSEN)

BUPATI LABUHANBATU,
ttd

ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE
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Agar  setiap orang  mengetahui, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah Kabupaten
Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
ﬂ pada tanggal 20 Januari 2020.

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah

Kabupaten Labuhanbatu B S ——
Nomor 5 Tahun 2020 ['T;' ERINTAI

Tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
ttd
AHMAD MUFLIH

m Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

i
p——
.L o

KHAIRYE FAHMI
PEMBINA
NIP.19710315 199703 1 005
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Agar  setiap orang  mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam  Berita Daerah  Kabupaten
Labuhanbatu.

Ditetapkan di Rantauprapat
pada tanggal 20 Januari 2020.

BUPATI LABUHANBATU,
ttd
ANDI SUHAIMI DALIMUNTHE

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Labuhanbatu

Nomor 5 Tahun 2020

Tanggal 20 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH
ttd
AHMAD MUFLIH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB,

NIP.19710315 199703 1 005



